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Abstrak

Dalam kerangka kebijakan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan nasional, responsivitas pemerintah daerah menjadi
faktor kunci dalam memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat miskin atas pelayanan kesehatan yang adil dan merata.
Penelitian ini menganalisis responsivitas implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi No. 28 Tahun 2013 tentang Indikator
Keluarga Miskin terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Desa Lemahbangkulon. Penelitian ini menganalisis
responsivitas implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi No. 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin terhadap
pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Desa Lemahbangkulon. Berbasis teori responsivitas James R. Thompson
(2014) meliputi acknowledging demand, responding to needs, dan policy adaptation penelitian menggunakan pendekatan
kualitatif-deskriptif melalui wawancara mendalam, observasi, dan telaah dokumen. Temuan menunjukkan: (1) pada aspek
acknowledging demand, mekanisme pengaduan belum sistematis; keluhan warga banyak disampaikan secara lisan dan kurang
terdokumentasi; (2) pada responding to needs, respons birokrasi masih dominan prosedural (validasi keaktifan
BPJS/pencocokan data) dibanding solusi cepat bagi warga yang tidak memiliki jaminan kesehatan; dan (3) pada policy
adaptation, indikator kemiskinan cenderung kaku serta normatif (berbasis kepemilikan aset), sehingga kurang peka terhadap
nilai fungsional aset dan konteks sosial-ekonomi aktual. Secara kontekstual, desa memiliki 3.737 jiwa penduduk; 2.363 jiwa
terdata miskin di SIKS-NG, namun hanya 1.683 jiwa aktif sebagai peserta BPJS PBI (71,2%); pengajuan SPM resmi pada
2024 tercatat dua kasus mengindikasikan hambatan struktural dan kultural dalam akses layanan.

Kata Kunci: Responsivitas Birokrasi, Perbup 28/2013, Indikator Keluarga Miskin, BPJS PBI, SPM
1. Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental,
spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi[1].
Definisi ini menekankan pentingnya kesejahteraan secara menyeluruh, bukan hanya dari segi fisik, tetapi juga
mental dan sosial. Sementara itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan definisi yang lebih luas tentang
kesehatan, yaitu “Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence
of diseases or infirmity”, yang berarti kesehatan adalah keadaan sempurna yang mencakup fisik, mental, dan
sosial, bukan sekadar bebas dari penyakit atau cacat. Konsep sehat ini mengarah pada kondisi ideal yang
melibatkan aspek biologis, psikologis, dan sosial, sehingga individu dapat menjalani aktivitas hidup secara
optimal. Kesehatan tidak hanya diartikan sebagai ketiadaan penyakit atau kelemahan, tetapi juga mencakup
keseimbangan yang harmonis antara fungsi fisik, mental, dan sosial seseorang[2]. Dengan kata lain, seseorang
dikatakan sehat apabila mampu menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik, memiliki kondisi mental yang
stabil, serta dapat berinteraksi secara positif dalam lingkungan sosialnya.

Kesehatan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesejahteraan mental, spiritual, dan
sosial[3]. Selain itu kesehatan adalah keadaan sehat fisik, mental, dan sosial yang memungkinkan seseorang hidup
produktif secara sosial dan ekonomi[4]. Ini menguatkan hubungan kesehatan optimal dengan produktivitas
kehidupan individu. Dengan demikian, seseorang yang sehat dapat berfungsi secara efektif dalam berbagai aspek
kehidupan, bukan sekadar bebas dari penyakit atau gangguan kesehatan. Dari berbagai definisi yang telah
disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kesehatan memegang peranan yang sangat penting bagi kesejahteraan
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masyarakat. Kondisi kesehatan yang baik secara langsung mempengaruhi kestabilan ekonomi masyarakat. Oleh
karena itu, kebijakan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
termasuk dalam sektor pelayanan kesehatan. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar dalam
memastikan kesejahteraan masyarakatnya, salah satunya melalui penyediaan layanan kesehatan yang memadai.

Kebijakan pembiayaan kesehatan dalam Program JKN yang ditujukan untuk masyarakat miskin, menekankan
peran kebijakan publik dalam menjamin akses kesehatan yang merata dan inklusif[5]. Pemerintah melalui JKN
dan BPJS Kesehatan telah meningkatkan kemudahan akses ke fasilitas kesehatan sebagai bagian dari upaya
pemerintah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh[6]. Untuk masyarakat yang tidak
mampu, negara menyediakan skema Penerima Bantuan luran (PBI), yang bertujuan memberikan akses layanan
kesehatan secara gratis. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan
responsivitasnya. Banyak masyarakat miskin yang belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
(DTKS) atau mengalami status kepesertaan BPJS PBI yang nonaktif, sehingga mereka tidak dapat memperoleh
layanan kesehatan ketika dibutuhkan.

Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menetapkan Peraturan Bupati
(PERBUP) Nomor 28 Tahun 2013 tentang indikator keluarga miskin. Perbup ini menjadi pedoman untuk
menetapkan warga miskin yang layak mendapatkan Surat Pernyataan Miskin (SPM), yang kemudian digunakan
sebagai dasar akses layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan tertentu. SPM menjadi alternatif solusi bagi
masyarakat yang tidak tercover BPJS PBI. Namun, pelaksanaan kebijakan ini tidak selalu berjalan sesuai harapan.
Salah satu persoalan utama yang muncul adalah kurang relevannya indikator kemiskinan dalam Perbup tersebut
terhadap realitas sosial ekonomi masyarakat saat ini. Indikator seperti kondisi fisik rumah, kepemilikan barang
elektronik, atau tingkat pendidikan kepala keluarga, sering kali tidak mencerminkan kondisi finansial riil warga,
terutama dalam konteks masyarakat pedesaan yang mengalami perubahan gaya hidup akibat perkembangan
zaman.

Desa Lemahbangkulon, yang terletak di Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, menjadi salah satu
wilayah yang relevan untuk dikaji dalam konteks ini. Berdasarkan data profil desa tahun 2024, jumlah penduduk
mencapai 3.737 jiwa, sedangkan berdasarkan aplikasi SIKS-NG pada tahun 2024 tercatat sebanyak 2.363 jiwa
warga Desa Lemahbangkulon yang terdaftar secara administratif sebagai warga miskin, namun yang terdata
sebagai penerima aktif BPJS PBI hanya 1683 jiwa atau sekitar 71,2% Artinya, lebih dari separuh penduduk desa
belum mendapatkan jaminan kesehatan dari negara. Padahal, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani,
buruh harian, atau sektor informal lainnya dengan pendapatan yzang rendah dan tidak menentu. Keadaan ini
berdampak langsung pada ketidakmampuan mereka untuk mengakses layanan kesehatan secara mandiri, terutama
jika harus membayar biaya secara langsung (out of pocket).

Meski pemerintah desa memiliki kewenangan untuk memproses pengajuan SPM, proses verifikasi terhadap 18
indikator kemiskinan yang ditetapkan Perbup kerap menjadi penghambat. Masyarakat miskin yang secara faktual
membutuhkan bantuan layanan kesehatan seringkali gagal memenuhi syarat administratif hanya karena memiliki
atribut-atribut tertentu yang tidak merepresentasikan kondisi ekonominya secara utuh. Hal ini menimbulkan
ketimpangan antara kondisi objektif masyarakat dan mekanisme formal yang diterapkan pemerintah. Akibatnya,
warga miskin yang tidak lolos verifikasi tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan yang menjadi hak dasarnya.
Lebih jauh lagi, kondisi ini dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menghambat pencapaian Standar
Pelayanan Minimal (SPM) di bidang kesehatan.

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 yang menjadi pedoman penyusunan data penerima SPM tampaknya
belum disesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga responsivitasnya seringkali tidak adaptif terhadap
dinamika sosial ekonomi masyarakat saat ini. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya koordinasi
antarpihak seperti desa, Dinas Sosial, dan fasilitas layanan kesehatan, serta minimnya sosialisasi kebijakan kepada
masyarakat juga menjadi kendala dalam responsivitas kebijakan tersebut secara maksimal.

Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana responsivitas Perbup No. 28 Tahun 2013 dijalankan oleh
Pemerintah Desa Lemahbangkulon, serta sejauh mana kebijakan ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat
miskin dalam mengakses layanan kesehatan. Penelitian ini akan mengungkap strategi responsivitas kebijakan,
tantangan di lapangan, serta dampaknya terhadap akses pelayanan kesehatan masyarakat miskin di desa.
Harapannya, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi ilmiah maupun praktis dalam rangka evaluasi dan
penguatan kebijakan daerah di bidang pelayanan publik, khususnya sektor kesehatan.
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2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. suatu proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau kemanusiaan berdasarkan pada
penggambaran holistik dan menyeluruh dari pandangan individu yang mengalami atau terlibat langsung dengan
peristiwa tersebut[7]. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami realitas sosial secara
mendalam berdasarkan perspektif partisipan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian
kualitatif berfokus pada penggalian makna suatu fenomena melalui keterlibatan langsung peneliti dengan informan
dalam konteks alamiah[8]. Sejalan dengan itu, penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara
sistematis dan faktual mengenai pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013 dalam memberikan layanan
kesehatan kepada masyarakat miskin di Desa Lemahbangkulon, Kabupaten Banyuwangi, dengan menekankan
pada kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan subjek
penelitian yang dipilih secara purposive, meliputi aparatur desa dan masyarakat miskin sebagai penerima layanan
kesehatan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang mencakup
tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan[9]. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian
ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu
memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai responsivitas kebijakan layanan kesehatan serta faktor-
faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi Perbup No. 28 Tahun 2013 dalam meningkatkan akses
kesehatan bagi masyarakat miskin.

3. Hasil dan Diskusi
3.1. Analisis Kritis Responsivitas Perbup No. 28 Tahun 2013 dalam Perspektif Keadilan Sosial

Responsivitas kebijakan publik sejatinya tidak hanya diukur dari keberhasilannya menjalankan prosedur
administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial di tengah
masyarakat. Dalam konteks Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2013 tentang indikator keluarga miskin di Kabupaten
Banyuwangi, pelaksanaannya di Desa Lemahbangkulon menunjukkan adanya celah yang cukup signifikan antara
prinsip keadilan sosial yang diidealkan dengan realitas yang terjadi di lapangan. Secara normatif, kebijakan ini
bertujuan untuk menyasar masyarakat miskin yang belum terlayani oleh skema jaminan kesehatan nasional, seperti
BPJS PBI. Namun dalam praktiknya, penerapan 18 indikator kemiskinan justru berpotensi menciptakan eksklusi
administratif, yaitu kondisi ketika warga miskin secara nyata gagal mengakses bantuan hanya karena tidak
memenuhi syarat formal yang tidak selaras dengan kondisi mereka. Misalnya, warga yang tidak memiliki
penghasilan tetap namun masih memiliki sepeda motor tua atau televisi bekas langsung dinilai “tidak miskin”,
meskipun dalam keseharian mereka bergantung pada bantuan keluarga atau pendapatan tidak menentu.

Keadilan sosial dalam teori Rawls menekankan bahwa suatu kebijakan dikatakan adil jika menguntungkan
kelompok paling tidak beruntung dalam masyarakat[10]. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa kelompok
masyarakat miskin yang paling rentan justru sering kali terpinggirkan oleh kebijakan, karena kurangnya informasi,
terbatasnya akses administratif, serta tidak adanya pendampingan yang memadai dari aparat desa. Selain itu,
ketimpangan responsivitas antar dusun juga menjadi bukti nyata bahwa kebijakan belum dijalankan secara setara.
Warga yang tinggal di dusun dengan kepala yang aktif dan peduli cenderung lebih mudah mendapatkan akses
pelayanan. Sementara warga di dusun yang kepala wilayahnya pasif atau tidak responsif, mengalami hambatan
lebih besar. Ini menunjukkan bahwa kebijakan belum dibarengi oleh sistem kelembagaan yang mampu menjamin
kesetaraan pelayanan publik secara merata.

Dari segi struktural, ketidakadaan kewenangan pemerintah desa untuk memperbarui data BPJS PBI merupakan
bentuk ketidakadilan sistemik dalam tata kelola pelayanan publik. Desa merupakan unit pemerintahan yang paling
dekat dengan masyarakat dan paling memahami kondisi faktual kehidupan warganya, termasuk identifikasi
keluarga miskin yang sesungguhnya berhak atas bantuan. Namun, dalam praktik implementasi kebijakan, desa
seringkali hanya diposisikan sebagai pelaksana administratif yang terikat sistem pendataan nasional, tanpa ruang
diskresi untuk melakukan intervensi ketika terjadi kesalahan data di lapangan. Kondisi semacam ini menimbulkan
ketimpangan antara realitas sosial dan struktur kebijakan yang bersifat terpusat dan kaku. Hal ini diperkuat oleh
kajian yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan Penerima Bantuan luran (PBI) BPJS sering menghadapi
masalah ketepatan sasaran (targeting) sehingga tidak semua warga miskin benar-benar terakomodasi secara efektif
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dalam program tersebut. Penelitian di Kabupaten Lampung Tengah menemukan bahwa program PBI BPJS masih
belum tepat sasaran, sehingga perlu perbaikan strategi implementasi agar bantuan yang semestinya diberikan
kepada warga miskin dapat benar-benar menjangkau mereka sesuai tujuan program[11].

Ketika desa tidak memiliki kewenangan memperbarui atau mengoreksi data langsung, warga miskin yang
seharusnya berhak atas layanan kesehatan melalui BPJS PBI justru dipaksa menghadapi prosedur administratif
yang rumit seperti pengajuan Surat Pernyataan Miskin (SPM). Prosedur verifikasi yang panjang dan berlapis ini
seringkali memperlambat akses terhadap layanan kesehatan, terutama pada situasi darurat. Dalam kajian tentang
implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia, ditemukan bahwa meskipun BPJS bertujuan
meningkatkan akses kesehatan untuk seluruh masyarakat, masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan
yang berdampak pada efektivitas layanan, seperti kurangnya koordinasi antarinstansi, miskomunikasi, dan kendala
administratif lainnya[12].

Dari perspektif keadilan sosial, kebijakan publik seharusnya tidak hanya berfokus pada keseragaman prosedur
administratif, tetapi juga pada prinsip prinsip fairness dan equity yang memberikan perhatian khusus kepada
kelompok rentan yang memiliki kapasitas lebih rendah untuk memenuhi persyaratan formal. Kebijakan yang
terlalu kaku dan berorientasi pada data formal akan cenderung mengabaikan konteks sosial-ekonomi warga miskin,
yang sebenarnya sering kali memiliki kebutuhan terpadu yang tidak mampu diukur hanya dari variabel statistik
semata. Dalam kajian tentang ketimpangan pelayanan BPJS di Indonesia, ditemukan bahwa masih terdapat lima
isu utama yang menunjukkan ketidakseimbangan dalam pelaksanaan sistem yang seharusnya inklusif, seperti
diskriminasi layanan, ketimpangan akses fasilitas, dan rendahnya efektivitas pelayanan, yang semuanya
berdampak pada warga miskin [13].

Dalam kajian kebijakan sosial yang lebih luas, literatur juga menegaskan bahwa program perlindungan sosial
seperti PBI BPJS perlu dirancang dengan pendekatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang
beragam. Ketidakmampuan kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika realitas sosial berpotensi
menciptakan kondisi di mana warga miskin diposisikan sebagai objek statistik semata, bukan sebagai subjek
kebijakan yang berhak mendapatkan layanan manusiawi dan layak. Menurut penelitian tentang strategi kebijakan
publik dalam mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial di Indonesia, kebijakan yang efektif haruslah
responsif, berdasar bukti, dan inklusif terhadap aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan[14].

Sebagai mahasiswi yang mempelajari Pengembangan Masyarakat Islam, poin ini sangat relevan dengan prinsip-
prinsip keadilan sosial (al- ‘ad! dan maslahah), yang menekankan bahwa kebijakan publik tidak hanya harus netral
secara administratif, tetapi juga progresif dan berpihak kepada mereka yang paling lemah. Nilai-nilai empati,
kesetaraan, dan partisipasi warga merupakan komponen penting dalam desain kebijakan yang berorientasi pada
peningkatan kesejahteraan bersama (collective wellbeing). Tanpa integrasi nilai-nilai tersebut dalam proses
implementasi, responsivitas Perbup No. 28 Tahun 2013 akan tetap terjebak pada rutinitas administratif yang tidak
menyentuh akar persoalan ketidakadilan struktural di masyarakat. Oleh karena itu, peninjauan ulang terhadap
mekanisme pembaruan data PBI BPJS perlu dilakukan dengan mempertimbangkan pemberian ruang diskresi bagi
pemerintah desa, perbaikan sistem verifikasi berbasis komunitas, serta penguatan partisipasi warga dalam proses
pendataan. Reformasi kebijakan semacam ini sangat penting agar kebijakan publik yang dihasilkan benar-benar
mampu menjadi alat transformasi sosial yang menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan hak asasi bagi seluruh
warga negara Indonesia.

3.2. Analisis Responsivitas Perbup No. 28 Tahun 2013 Berdasarkan Teori

Menurut James R. Thompson, konsep responsivitas birokrasi publik merupakan salah satu indikator penting dalam
menilai kualitas kinerja pemerintahan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan implementasi
kebijakan. Responsivitas tidak hanya dipahami sebagai kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan, tetapi
juga sebagai kapasitas institusi birokrasi untuk mendengar, memahami, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
secara tepat dan proporsional. Dalam kerangka teoritis yang dikemukakannya, responsivitas birokrasi publik terdiri
atas tiga variabel utama, yaitu: 1) Acknowledge Demand (pengakuan atas tuntutan masyarakat); 2) Responding to
Needs (penanggapan terhadap kebutuhan masyarakat); dan 3) Policy Adaptation (penyesuaian kebijakan dengan
kondisi sosial). Ketiga variabel tersebut saling berkaitan dan membentuk suatu siklus respons kebijakan yang
dinamis, mulai dari tahap identifikasi aspirasi publik hingga penyesuaian kebijakan sesuai dengan kondisi empiris
di lapangan[15]. Berikut analisis berdasarkan ketiga variabel tersebut dalam konteks implementasi Perbup No. 28
Tahun 2013 di Desa Lemahbangkulon:
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a. Acknowledge Demand (Pengakuan terhadap Tuntutan Masyarakat)

Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Banyuwangi disusun sebagai
acuan normatif bagi pemerintah daerah, termasuk pemerintah desa, dalam menetapkan siapa saja yang dianggap
layak menerima layanan kesehatan gratis melalui skema bantuan sosial seperti BPJS Penerima Bantuan luran
(PBI). Kebijakan ini pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kejelasan dan kepastian administratif dalam
proses penyaluran bantuan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, peraturan ini justru menimbulkan tantangan
tersendiri bagi pemerintah desa karena sifatnya yang sangat teknokratis dan kaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, ditemukan bahwa masih banyak masyarakat
miskin yang belum tercakup dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun dalam daftar penerima
manfaat BPJS PBI, meskipun secara ekonomi mereka tergolong sangat membutuhkan. Dalam situasi ini,
pemerintah desa sebenarnya tidak bersikap pasif. Namun, langkah mereka sangat terbatas karena harus tunduk
pada indikator yang ditetapkan dalam Perbup tersebut. Artinya, pemerintah desa tidak memiliki kewenangan
penuh untuk memasukkan warga miskin ke dalam daftar penerima manfaat jika tidak sesuai dengan kriteria
administratif yang ditentukan di tingkat kabupaten.

Respons yang muncul di lapangan dalam pelaksanaan Perbup No. 28 Tahun 2013 di Desa Lemahbangkulon
menggambarkan bahwa respons birokrasi masih sangat bergantung pada inisiatif personal aparatur desa seperti
Kepala Dusun atau perangkat lain yang memiliki kepekaan sosial tinggi. Mereka secara sukarela mendampingi
warga untuk mengurus data administratif, membantu pengisian formulir, dan memfasilitasi pengajuan Surat
Pernyataan Miskin (SPM). Meskipun tindakan ini menunjukkan kepedulian individu, menerapkannya secara ad
hoc berarti pelayanan sering kali bersifat fragmentaris dan tidak sistematis, karena belum ada pedoman operasional
yang jelas dan dukungan regulasi yang memberi ruang bagi desa untuk bertindak lebih fleksibel dan kontekstual.
Hal semacam ini tidak hanya menyulitkan warga yang membutuhkan, tetapi juga berpotensi menciptakan
perbedaan kualitas layanan antarwilayah berdasarkan kesiapan personal aparatur desa.

Fenomena ketergantungan pada inisiatif individu dalam birokrasi juga tercermin dalam kajian empiris lain.
Misalnya, penelitian yang menganalisis responsivitas aparatur desa menunjukkan bahwa meskipun aparatur
berupaya merespon kebutuhan masyarakat, ketergantungan pada pendekatan administratif dan rutinitas birokrasi
menghambat respons yang cepat dan kontekstual, terutama dalam situasi yang membutuhkan adaptasi terhadap
kondisi sosial lokal[16]. Keterbatasan ini mencerminkan mekanisme yang ada dalam implementasi kebijakan
bersifat satu arah dan top-down, di mana desa menjadi pelaksana administratif semata tanpa kewenangan diskresi
yang memadai. Literatur administrasi publik modern menekankan bahwa responsivitas birokrasi publik idealnya
melampaui pemenuhan prosedur formal, dan harus mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui proses
yang partisipatif dan adaptif, bukan hanya kepatuhan terhadap aturan yang bersifat kaku[17]. Akibatnya, proses
penanganan keluhan, verifikasi ulang data, atau tindak lanjut kebutuhan warga menjadi terhambat bukan semata
karena lambatnya penyelenggaraan desa, tetapi karena struktur kebijakan tidak memberikan ruang fleksibilitas
bagi aparatur untuk merespon kondisi sosial-ekonomi warga secara cepat dan tepat. Penelitian di berbagai dinas
pelayanan publik di Indonesia juga menunjukkan bahwa ketika mekanisme birokrasi terlalu berorientasi pada
prosedur administratif tanpa pertimbangan kebutuhan riil masyarakat, respons terhadap aspirasi publik menjadi
kurang efektif dan menghambat pencapaian tujuan pelayanan yang responsif[17].

Dalam perspektif teori birokrasi responsif, khususnya yang menekankan pada peran aparatur publik dalam
menjembatani kebutuhan masyarakat dengan kebijakan negara, perlu adanya penekanan pada pemberian diskresi
administratif yang lebih besar, pembentukan sistem umpan balik yang responsif, dan penguatan kapasitas aparatur
untuk membaca konteks sosial setempat. Tanpa kehadiran mekanisme ini, pelayanan publik tetap cenderung
berfokus pada kepatuhan administratif daripada pemenuhan kebutuhan sosial, sehingga warga yang tidak terekam
dalam sistem formal akan terus mengalami hambatan dalam mengakses hak dasar mereka, khususnya dalam
bidang kesehatan, pendidikan, atau kesejahteraan sosial.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perbup No. 28 Tahun 2013 di Desa Lemahbangkulon
belum sepenuhnya mampu mewujudkan karakter kebijakan yang responsif. Keterbatasan wewenang di tingkat
desa dan dominasi pendekatan administratif menjadikan respons terhadap warga miskin tidak bersifat sistemik,
melainkan sangat bergantung pada inisiatif individu aparatur. Situasi ini berisiko menimbulkan ketimpangan
dalam pelayanan publik, karena warga yang tidak terjangkau oleh sistem administratif formal atau bantuan
personal akan terus mengalami kesulitan untuk mengakses hak-hak dasar mereka, terutama dalam pelayanan
kesehatan dan kebutuhan sosial lain yang mendesak.
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b. Responding to Needs (Tanggapan terhadap Kebutuhan Masyarakat)

Dalam implementasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Desa Lemahbangkulon, respons dari aparat
desa maupun tenaga kesehatan terhadap warga yang belum memiliki jaminan kesehatan belum sepenuhnya
mencerminkan prinsip responsivitas yang ideal. Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan, masih
ditemukan warga miskin yang tidak terdaftar sebagai penerima BPJS PBI, sehingga mereka mengalami hambatan
saat hendak mengakses layanan kesehatan di fasilitas umum seperti Puskesmas. Ketika mereka datang untuk
berobat, pihak pelayanan kesehatan mewajibkan adanya bukti keaktifan BPJS. Namun, karena tidak tercantum
dalam data, warga miskin tersebut terpaksa harus membayar biaya pengobatan sendiri. Kondisi ini tentu menjadi
beban yang berat, terutama bagi mereka yang berpenghasilan tidak tetap atau bahkan tidak memiliki penghasilan
sama sekali.

Situasi tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pemerintah desa atau tenaga kesehatan bersikap lamban
atau abai. Namun, keterbatasan justru muncul karena mereka hanya dapat bertindak sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Perbup No. 28 Tahun 2013. Peraturan ini menetapkan indikator administratif yang sangat teknis dan
kaku, sehingga aparat desa tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengusulkan atau menetapkan seseorang
sebagai penerima manfaat jika tidak memenuhi indikator tersebut. Akibatnya, ruang gerak untuk merespons
kondisi warga secara fleksibel menjadi sangat terbatas. Dalam banyak kasus, respons yang muncul dari aparat desa
bersifat informal dan bergantung pada inisiatif pribadi, seperti yang dilakukan oleh beberapa kepala dusun yang
berusaha mengusulkan kembali nama warga melalui jalur komunikasi tidak resmi dengan dinas terkait. Namun,
tanpa adanya regulasi yang mendukung langkah tersebut, hasilnya pun tidak selalu efektif atau konsisten. Di sisi
lain, tenaga kesehatan di Puskesmas juga terikat pada prosedur pelayanan yang mengacu pada kepesertaan BPJS
aktif, sehingga tidak dapat memberikan layanan gratis jika pasien tidak terdaftar.

Dampak dari kondisi ini adalah munculnya sikap pasrah dari sebagian masyarakat miskin. Mereka merasa tidak
tahu ke mana harus mengadu atau bagaimana cara agar bisa mendapatkan bantuan. Tidak sedikit pula yang
akhirnya hanya membeli obat di warung sebagai bentuk alternatif pengobatan, meskipun hal tersebut jelas tidak
menyelesaikan masalah kesehatannya secara tuntas. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan mendesak warga miskin
tidak dapat direspons secara cepat dan solutif karena birokrasi terikat pada sistem administratif yang tidak adaptif.
Jika dianalisis berdasarkan teori responsivitas James R. Thompson, kondisi ini menunjukkan lemahnya
pelaksanaan dimensi responding to needs, yaitu kemampuan birokrasi untuk memberikan tanggapan nyata
terhadap kebutuhan masyarakat[15].

Respons yang muncul dalam implementasi kebijakan tersebut cenderung bersifat prosedural dan administratif,
yang lebih menekankan pada pemenuhan formalitas birokrasi sesuai ketentuan regulasi daripada respons yang
benar-benar berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Pola seperti ini seringkali terlihat ketika aparat birokrasi
menitikberatkan perhatian pada urusan dokumen, alur birokrasi yang kaku, dan pemeriksaan administratif, tetapi
belum mampu melakukan adaptasi kebijakan yang inovatif dan responsif terhadap konteks sosial setempat. Studi-
studi layanan publik menunjukkan bahwa responsivitas birokrasi merupakan kemampuan suatu instansi untuk
mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda layanan publik yang tepat, serta mengembangkan program
pelayanan yang sesuai dengan harapan dan aspirasi warga berdasarkan konteks sosialnya, bukan sekadar
memenuhi prosedur formal semata[18].

Selain itu, pola respons yang masih birokratis dan administratif ini cenderung mengabaikan pendekatan humanistik
yang menempatkan warga negara sebagai subjek yang memiliki hak dasar atas pelayanan, terutama dalam layanan
yang menyangkut kebutuhan pokok seperti kesehatan. Dalam literatur pelayanan publik, responsivitas dianggap
sebagai aspek fundamental dari kualitas layanan, di mana aparatur negara tidak hanya memberikan layanan sesuai
prosedur, tetapi juga secara cepat, tepat, dan relevan terhadap kebutuhan sosial dan ekonomi warga, terutama
kelompok yang rentan atau marginal[19]. Padahal, dalam konteks pelayanan kesehatan yang secara langsung
berkaitan dengan hak atas kesehatan dan kesejahteraan dimensi respons yang bersifat cepat, proaktif, dan
partisipatif merupakan suatu keharusan, khususnya bagi masyarakat miskin yang seringkali menghadapi hambatan
akses administratif, informasi, dan ekonomi. Ketika birokrasi lebih memprioritaskan prosedur administratif tanpa
mempertimbangkan kebutuhan faktual warga di lapangan, maka pelayanan publik berpotensi gagal memenuhi
tujuan utamanya, yaitu memberikan layanan yang adil, efektif, dan inklusif bagi semua kelompok masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun aparat desa dan tenaga kesehatan di Desa Lemahbangkulon
telah berupaya menjalankan tugas sesuai dengan regulasi, keterbatasan ruang gerak akibat ketentuan Perbup No.
28 Tahun 2013 menyebabkan respons terhadap kebutuhan warga miskin menjadi kurang efektif. Ketika prosedur
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administratif lebih diutamakan daripada kondisi sosial-ekonomi riil masyarakat, maka pelayanan publik berisiko
tidak menjangkau mereka yang paling membutuhkan, sehingga hak dasar masyarakat atas layanan terutama hak
atas Kesehatan belum terpenuhi secara optimal dalam praktiknya. Studi-studi akademik tentang responsivitas
layanan publik menegaskan bahwa adaptasi kebijakan yang berbasis konteks sosial merupakan kunci untuk
meningkatkan efektivitas layanan publik dan menjawab kebutuhan masyarakat secara komprehensif

c. Policy Adaptation (Penyesuaian Kebijakan terhadap Kondisi Sosial)

Salah satu persoalan krusial dalam implementasi Peraturan Bupati No. 28 Tahun 2013 tentang Indikator Keluarga
Miskin Kabupaten Banyuwangi adalah karakter kebijakannya yang masih bersifat kaku, normatif, dan terlalu
berorientasi pada pendekatan administratif. Peraturan ini menetapkan indikator kemiskinan berdasarkan
kepemilikan aset fisik seperti sepeda motor, televisi, kulkas, dan barang elektronik lainnya. Meski secara
administratif indikator tersebut dimaksudkan untuk memberikan standar objektif dalam mengidentifikasi
masyarakat miskin, namun dalam praktiknya indikator tersebut sering kali tidak mencerminkan kondisi sosial
ekonomi warga secara riil. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak warga yang seharusnya tergolong
miskin justru tidak lolos sebagai penerima bantuan karena secara formal masih memiliki aset tertentu, meskipun
aset tersebut sudah tidak layak pakai atau hanya digunakan sebagai alat bantu mencari nafkah. Misalnya,
kepemilikan sepeda motor tua yang digunakan untuk mengojek atau mengangkut hasil kebun tetap dikategorikan
sebagai tanda kemakmuran dalam sistem penilaian administratif. Akibatnya, kondisi ekonomi yang sebenarnya
sangat terbatas tidak mendapatkan pengakuan dalam kerangka kebijakan, dan warga miskin tereksklusi dari akses
terhadap layanan kesehatan gratis maupun bantuan sosial lainnya.

Dalam situasi ini, pemerintah desa tidak memiliki ruang diskresi yang memadai untuk melakukan penilaian sosial
secara langsung. Seluruh proses seleksi sangat bergantung pada indikator yang telah ditetapkan secara top-down
oleh pemerintah kabupaten melalui Perbup tersebut. Bahkan ketika aparat desa atau kepala dusun memahami
secara langsung kondisi ekonomi warganya, mereka tetap dibatasi oleh prosedur dan sistem input data yang
mengacu pada indikator yang sudah ditentukan. Ketika tidak ada ruang fleksibel untuk mempertimbangkan
konteks lokal, maka kebijakan ini tidak hanya kehilangan daya adaptifnya, tetapi juga berisiko memperkuat
ketimpangan birokratis dalam pelayanan sosial. Jika dianalisis berdasarkan teori responsivitas menurut James R.
Thompson yang menekankan bahwa kebijakan publik idealnya beradaptasi dengan kebutuhan dan kondisi nyata
masyarakat maka permasalahan dalam implementasi Perbup No. 28 Tahun 2013 di Desa Lemahbangkulon
mencerminkan lemahnya dimensi policy adaptation dalam praktik pelayanan publik. Dimensi ini menggambarkan
sejauh mana kebijakan mampu menyesuaikan diri ketika dihadapkan pada kompleksitas sosial-ekonomi
masyarakat serta keragaman kebutuhan kelompok rentan seperti warga miskin. Kebijakan yang hanya bersandar
pada prosedur administratif formal tanpa memberi ruang adaptasi terhadap dinamika kontekstual akan cenderung
tidak responsif terhadap kebutuhan faktual masyarakat.

Dalam konteks pelayanan publik, khususnya yang berorientasi pada pemberdayaan kelompok rentan, kebijakan
tidak cukup hanya terstruktur secara teknik administratif tetapi juga harus fleksibel dan mampu merespons
perubahan kondisi di lapangan. Adaptasi kebijakan yang baik mencakup perubahan strategi pelaksanaan,
penyesuaian indikator berdasarkan karakteristik setempat, serta penyusunan mekanisme pelaksanaan yang
mempertimbangkan faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal ini sejalan dengan konsep adaptive
governance yang dalam literatur kebijakan sosial menekankan pentingnya adaptasi kebijakan terhadap keragaman
kondisi sosial dan tantangan lingkungan setempat agar tujuan kebijakan benar-benar mencapai sasaran[20].
Namun dalam praktiknya di Desa Lemahbangkulon, pelaksanaan Perbup No. 28 Tahun 2013 masih menunjukkan
karakter yang terlalu rigid dan administratif, kurang memberi ruang bagi aparat pelaksana di tingkat desa untuk
melakukan interpretasi kontekstual atas situasi nyata warga. Ketidaksensitifan indikator kemiskinan yang
digunakan yang lebih menitikberatkan pada kepemilikan aset formal dan data administratif mengakibatkan
beberapa warga miskin yang sebenarnya sangat membutuhkan bantuan tidak teridentifikasi secara tepat. Ini
mencerminkan bahwa kemampuan kebijakan untuk beradaptasi secara sosial masih rendah, sehingga aspek
keadilan dan pemerataan dalam pelayanan publik sulit diwujudkan.

Temuan serupa juga disampaikan dalam beberapa penelitian terkait responsivitas dan adaptasi kebijakan publik di
Indonesia. Misalnya, studi tentang adaptive social protection menunjukkan perlunya adanya mekanisme kebijakan
yang responsif terhadap perubahan sosial dan dinamika rentan untuk mengatasi kerentanan masyarakat secara
efektif, bukan hanya sekadar mekanisme administratif yang statis. Pendekatan adaptif seperti ini mendorong
adanya penyesuaian kebijakan agar sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan warga yang berbeda-beda [21].
Selain itu, penelitian yang membahas kebijakan penguatan pelayanan publik juga menunjukkan bahwa ketika
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birokrasi pelayanan tidak mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat yang beragam misalnya
dengan inovasi layanan atau perubahan strategi implementasi maka tujuan pemenuhan pelayanan yang adil,
efektif, dan inklusif menjadi terhambat. Penelitian empiris yang mengkaji implementasi layanan digital, misalnya,
menyimpulkan bahwa kemampuan adaptasi dalam kebijakan pelayanan sangat mempengaruhi efektivitas layanan
terhadap kelompok rentan, termasuk dalam konteks aksesibilitas dan keadilan dalam pelayanan publik[22].

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Perbup No. 28 Tahun 2013 di Desa Lemahbangkulon
belum sepenuhnya mampu mewujudkan karakter kebijakan yang responsif, terutama dalam hal policy adaptation.
Kebijakan masih terlalu terikat pada prosedur administratif, indikator yang kurang sensitif terhadap keadaan sosial-
ekonomi lokal, serta kurangnya ruang diskresi bagi aparat di tingkat desa untuk menyesuaikan pelaksanaan dengan
kondisi nyata di masyarakat. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam akses
layanan publik, di mana warga yang berada dalam kondisi sosial ekonomi yang berbeda dapat mengalami
perlakuan layanan yang tidak setara dan tidak adil. Oleh karena itu, evaluasi dan penyesuaian terhadap indikator
kemiskinan serta aspek implementasi kebijakan sangat diperlukan. Kebijakan perlu memperhitungkan fungsi
sosial dan nilai kegunaan dalam konteks lokal, bukan semata berdasarkan variabel administratif seperti
kepemilikan aset. Tanpa adanya adaptasi kebijakan yang memadai, responsivitas pelayanan publik hanya akan
menjadi slogan normatif yang tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan dan kebutuhan sosial masyarakat.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2013
tentang Indikator Keluarga Miskin Kabupaten Banyuwangi dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di
Desa Lemahbangkulon, dapat disimpulkan bahwa responsivitas kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal.
Pada aspek pengakuan terhadap aspirasi masyarakat (acknowledging demand), pemerintah desa belum
menyediakan mekanisme yang sistematis dan formal untuk menampung serta menindaklanjuti keluhan masyarakat
miskin. Aspirasi yang disampaikan masih bersifat informal dan tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga
banyak warga miskin mengalami kebingungan dalam menyampaikan pengaduan dan akhirnya memilih bersikap
pasif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara desain kebijakan yang bersifat administratif dengan
kebutuhan masyarakat akan ruang komunikasi yang lebih terbuka dan responsif. Pada aspek tanggapan terhadap
kebutuhan masyarakat miskin (responding to needs) dan kemampuan adaptasi kebijakan (policy adaptation),
pelaksanaan Perbup No. 28 Tahun 2013 masih didominasi oleh pendekatan prosedural dan administratif. Aparat
desa dan fasilitas kesehatan lebih memprioritaskan kelengkapan administrasi dibandingkan penanganan kondisi
mendesak yang dialami masyarakat miskin. Selain itu, indikator kemiskinan yang digunakan cenderung normatif
dan kurang adaptif terhadap realitas sosial-ekonomi masyarakat desa, sehingga berpotensi mengeksklusi warga
yang secara nyata membutuhkan bantuan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini belum
sepenuhnya responsif dan adaptif dalam menjamin akses layanan kesehatan yang adil bagi masyarakat miskin,
sehingga diperlukan perbaikan mekanisme pengaduan, peningkatan fleksibilitas kebijakan, serta orientasi
pelayanan yang lebih berpusat pada kebutuhan nyata masyarakat.
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